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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : 2441/KPN.0T1.6/12/2023
TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka

Pengadilan Negeri Sanggau perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor
PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja;

7. Surat Sekertaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/0T.01.3/10/2017
Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Pengadilan
Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama;

8.  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/V1/2021
tanggal 16 Juni 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
4107/SEK/0T1.6/12/2023 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

10. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 81/KPT.W17

U/0T1.6/1/2024 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Surat  Keputusan Sekretaris Mahkamah  Agung  Nomor
173/SEKMA/SK/1/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau
tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sanggau;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI
SANGGAU

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sanggau,
untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan

evaluasi pencapaian Kinerja.

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk
lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan
Negeri Sanggau agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan

untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkandi  : Sanggau
Pada tanggal : 29 Desember 2023
e
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~<"HAKLAINUL DUNGGIO, S.H.,\.H.
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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI SANGGAU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : Z2470/KPN.0T1.6/12/2023

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal
4 Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;

bahwa untuk melaksanakan Penyusunaan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah tahun 2017 maka perlu dilakukan Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sanggau;
Bahwa untuk melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pengadilan Negeri Sanggau maka perlu dibentuk Tim
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);

Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau ini dipandang cakap
dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu
[ndikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sanggau

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara  Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN
NEGERI SANGGAU;

Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan
Negeri Sanggau

Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pada
Pengadilan Negeri Sanggau.

Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau
bertugas melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama pada
Pengadilan Negeri Sanggau.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus selalu berkoordinasi
dengan Panitera, Sekretaris serta melaporkan hasil reviu indikator
kinerja utama kepada pimpinan Pengadilan Negeri Sanggau.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada-ta TEgai—~29 Desember 2023

A l

7 HAKLAINUL DUNGGIO, S.H.. M.H.
N\_*NIP;19790102 200312 1 001



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau
Nomor  :24YD/KPN.OT1.6/12/2023
Tanggal  :29 Desember 2023

SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Z

NAMA JABATAN DITUNJUK SEBAGAI
Haklainul Dunggio, SH., M.H. Ketua Penasehat
NIP. 19790102 200312 1 001
Zulkarnain, S.Kom., M.Ak. Sekretaris Koordinator
NIP. 19850730 200904 1 003
Diah Purwadani, S.H., M.H. Panitera Koordinator
NIP. 19640726 198603 1 005
Mahyudi US Panitera Muda Hukum Anggota
NIP. 19640412 198503 1 001
Warsidik, S.H. Panitera Muda Perdata Anggota
NIP. 19721027 199403 1 003
Nesy Indah Januarisma, SH., M.H. | Panitera Muda Pidana Anggota
NIP. 19890112 201403 2 003
Gatot Sukmanto Kasubag Kepegawaian Organisasi dan | Anggota
NIP.19670616 199003 1 002 Tata Laksana
Milawati, SE. Plt. Kasubag Umum dan Keuangan Anggota
NIP.19791124 200604 2 001
Nurhazizah Kasubag Perencanaan Teknologi | Anggota
NIP. 19700207 199403 2 004 Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Sanggau
PadaT Ingg 29 Desember 2023
_,__,:-"_lgetu'élP_éhgadilan egeri Sanggau
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~—HARLAINUL DUNGGIO, SH., M.H.
“NIP19790102 200312 1 001



